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BATASUMUR MENIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. BatasUsia Perkawinan Menurut Figh
Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usgi pihak yang
akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya ldibdoerdasarkan kualitas
yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalsah @n-Nisa’ ayat 6:
e > £ - P P 2 - - - - s - < £ b )
o el 2l T3l 108 Rg 2312 O BT sl 13) G el 515
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup unmmtuk kawin, kemudian

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandanelihara harta), maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk merdialdm ayat di
atas adalah setelah timbul keinginan untuk berutaagga, dan siap menjadi
suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akasadierjalan sempurna, jika
dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fugohaablh undang-
undang sepakat menetapkan, seseorang dimintanggungjawaban atas
perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukapnial setelah cukup
umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelasknfaanak-anak yang sudah
sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas bagsegala urusan/persoalan
yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimkamignemperjelas mana
yang baik dan mana yang burtk.

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup segedranda-tanda
mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan aim rbagi laki-laki dan

apabila telah mengeluarkan darah haid atau telahl tengi orang perempuan.

! Departemen Agama RAl-Qur’an dan TerjemahnyaBandung: Diponegero, 2006, him. 62.
2 M. Abdul Muijieb, et.al.Kamus Istilah FigihJakarta: Pustaka Firdaus, 1994, him. 37.
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Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeeldabantara seorang dengan
orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, géegdan sebgainya. Batas
awal mulainya baligh secara yuridik adalah jikaraeg telah berusia 12 tahun
bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuedangkan batas akhirnya
dikalangan para ulama’ terdapat perbedaan penddpaturut Imam Abu
Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usiahl® teagi laki-laki dan telah
mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkanrmeebanyakan para
ulama’ termasuk pula sebagian ulam’ Hanafiyah yagabila seseorang telah
mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-lakipoawanak perempuan.

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampudnsed@orang
cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baikydag buruk dan antara
yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehinglgh tlapat mengetahui
akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dildnnya® Maliki, Syafi'i dan
Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak makap bukti baligh
seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh uandk laki-laki dan
perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menmldu-bulu ketiak
sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-buliakkétiu tidak ada bedanya
denga bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafietagkan batas maksimal
usia baligh anak laki-laki adalah delapan belasratan minimalnya dua belas
tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan mdksijuh belas tahun dan
minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merodskilaknya,
menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pati&smenikah apabila dia

telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

% Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Pergunggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat
Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DepartAgema,limu Figh, jiid Il, Jakarta, 1985,
him. 3-4.
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1. Kematangan jasmani
Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan ketunyman bebas
dari penyakit atau cacat yang dapat membahayaksamgan suami istri atau
keturunannya.
2. Kematangan finansial/keuangan
Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mameobayar
mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makananymam, dan pakaian.
3. Kematangan perasaan
Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk mehiksindah tetap
dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta darcib sebagaimana yang
terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanktmagmnan yang
didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yaaditsgma-sama cepat.
Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbangptkiran yang
tenang'

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalamsdp Islam
tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hahi dapat dilihat dari
pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalem Figh, tanda-tanda
baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama’ Hanafiyah genap usia lima belas nabhagi laki-laki dan
perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.

3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah besesiwilan tahun.

* Ukasyah Athibi,Wanita Mengapa Merosot Akhlaknydakarta: Gema Insani, 1998, him.
351-352.

5 salim Bin Smeer Al HadhramiSafinatun Najahterj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara limu,
Surabaya, Desember 1994, him. 3-4.
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Sedangkan dalam Fathul Mu’in usia baligh yaitu labtessampai batas
tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang aadil, setelah mengeluarkan air
mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami duanhadalah setelah usia
sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelayang lebat sekira
memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut kggalg tumbuh melebét.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-cloeqpas yang hanya
berkaitan dengan kematangan seksual yang menawdaikadewasaan. Kalau
kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasa&n, pubertas hanya
berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaanras®s akan sangat
menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab daéaomah tangga untuk
menghadapi kehidupan yang penuh dengan problemg waak pernah
dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Ked@aan juga merupakan
salah satu unsur yang mendorong terbentuknya kglwsakinah, mawaddah wa
rahmabh.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseoyang akan
melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapag ynatang dalam
segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kashbam seseorang, tidak dapat
diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih dibigénding pada zaman
dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejaldengan telah cukup
matangnya pikiran kita sehingga kita telah memkg@dewasaan berfikir. Karena
itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anakuguumur adalah
kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya darutanda-tanda fisik

(tubuh).

233.

6 Aliy As’ad, Fathul Mu’in Jilid I, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.thmhP32-



17

B. Syarat-syarat Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mamperus

memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukégh aindang-undang

sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun sypaedt pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedlua mempelai.

Untuk melangsungkkan perkawinan orang yang belumcapai umur 21
tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tekminggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknka ijma dimaksud
ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang taagymaih hidup atau dari
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia déam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diglerdari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai h@mumgarah dalam
garis keturunan lurus ke atas selama mereka matip kdan dalam keadaan
dapat menyatukan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat andégagorang yang disebut
dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah se@taglebih di antara mereka
tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalaerah hukum
tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pénkawatas permintaan
orang tersebut dapat memberikan izin setelah ldbiulu mendengarkan

orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal in
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6. Ketentuan tersebut ayat 1-5 pasal ini berlaku gapgnhukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yargprigkutan tidak
menentukan laif.

Sedangkan izin melakukan perkawinan bagi orang pahgn berusia 21

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atduatsu keluarga dalam garis

lurus ada perbedaan pendapat.

1. UU.No.1/1974
Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6)

(2)Untuk melaksanakan perkawinan seorang yangrbeiencapai umur 21
tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3)Dalam hal salah seorang dari kedua orang tah teeninggalkan dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan keheyalakraka izin
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh daang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakaenkigknya.

(4)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dataa dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin aligerdari wali,
orang yang memelihara atau keluarga yang mempumyaingan darah
dalam garis keturunan lurus ke atas selama meredahnhidup dan
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5)Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-gang disebutkan
dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau sakbrang atau lebih di
antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, makgaéi&an dalam
daerah hukum tempat tinggal orang yang akan metaksa perkawinan

atas permintaan orang tersebut dapat memberikan seielah lebih

" SudarsonoHukum Perkawinan Nasionalakarta: Renika Cipta, 2005, him. 40-41.
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dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aydB8jalan (4) pasal
ini.

(6)Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan @japasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan keparoaya itu dan
kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak mhgcen lain.

2. PP.N0.9/1975
Pasal 6 ayat (2) huruf ¢
(2) selain penelitian terhadap hal sebagai dimakislam ayat (1), Pegawai
Pencatat Nikah meneliti pula:
Huruf (c) lzin tertulis/izin Pengadilan sebagamdksud dalam Pasal 6
ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apakalals seorang calon
mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua galui) tahun.
3. Kompilasi Hukum Islam
(2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umurt&iun harus
mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasght6(2) ,(3), (4) dan

(5) UU No. 1 Tahun 1972,

C. Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah
Istilah perkawinan wanita hamil di luar nikah adafserkawinan seorang
wanita yang sedang hamil dengan laki-laki yang rakiligitkan kehamilannya
sedangkan dia tidak dalam status nikah atau mdsa.id
Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan eamimil dalam
pendapat para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafdn Ahmad bin Hambal),
mereka berbeda pendapat, pada umumnya dapat dnpekian kepada dua

kelompok pendapat, yaitu:

8 Abdul Manan, M. FauzarRokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, him. 8.
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1. Imam hanafi dan imam syafi'i mengatakan wanita hakibat zina boleh
melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tamginya atau
dengan laki-laki lain.

Menurut Imam Hanafi:

Lasby 2 Y Sy Lde daall 5ot b Leds 30 Y GG G o S U

J.‘J-\ ekt
“wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, hkan boleh
mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungaks hingga dia
melahirkan kandungnnya.”

Menurut imam syafi’i

L 2y lacbgg Uy e el @);J& J#g s sae Y 4 Ul e by U

it
“hubungan seks karena zina itutidak ada iddahnyanita yang hamil
karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukianbungan seks
sekalipun dalam keadaan hami®”

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikerenakatek®ian-ketentuan
hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan daldwah. Karena iddah
itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yategdalam kandungan
isteri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil ldavungan seks di luar
nikah tidak ditetapkan oleh hukum.

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hadapat
dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidakebodisetubuhi, sehingga
bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkapada sabda Nabi
Muhammad SAW:

“Janganlah kamu melakukan hubungan seks terhadajanzamil sampai

® Abdurrahman Ja’farAl-Figh ‘ala Mazhabi Al-Arba’ah Juz IVBeirut, Darul Haya’ Al-
Turb al-Araby, 1969, him. 521.
%ibid., him. 523.
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dia melahirkari’**

Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu pda
dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhagateya. Ini didasarkan
kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

e Wl oy Lgm b o ol 8 Bliall U

“bagi dia maskawinnya, karena kamu telah memintaalkédnnya untuk
mengumpulinya sedang anak itu hamba bagdiffiu.

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seoramagita hamil
karena hasil melakukan hubungan seks di luar njikaldia melangsungkan
perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamyan itu tidak
mempengaruhi dalam perkawinannya.

Tetapi jika memperhatikan pendapat Imam Hanafi, kipes boleh
wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan sgdsdarlaki, tetapi dia
dilarang melakukan hubungan seksual. Dilarangnyatevdamil melakukan
hubungan seksual dengan laki-laki yang mengawinipgearti kehamilannya
mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rurtsaigganya,
sebagaimana layaknya orang yang kawin.

2. Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakadaki boleh
melangsungkan perkawinan antara wanita hamil kazer@adengan laki-laki
lain sampai dia melahirkan kandungannya.

Menurut Imam Malikdan Ahmad bin Hanbal sama haldgagan yang
dikawini dalam bentuk zina atayubhatatau kawinpasid maka dia harus
mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan idifEreka beralasan

sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

™ Abu Daud, Sulaiman al-Jiytani, Smm Ali Daud, Mesilushaf al-Baby al-Halahyt.th.,
him. 283.
2Ibid., him. 232.
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e ot g o b B Ny aidd g el sbgY
“jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia mekaim dan wanita
tidak hamil sampai haid satu kaft®

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kgsilan dari
hadist tersebut, bahwa wanita hamil tidak boletawiki, karena dia perlu
iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasrktavhamil dari
perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akiiesbuatan zina.

Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hasdbut berawal
dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena mtap memiliki iddah,
maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan penkawi sampai dia
melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita ilhaiarang
melangsungkan perkawinan.

Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wanita hdwrena zina
harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawaregan laki-laki yang
mengawininya. Dengan hadist tersebut, mereka herketan bahwa wanita
hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karengéitu beriddah sampai
melahirkan kandungannya.

Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghina@anya
percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punlga Ban keturunan
yang mengawini ibunya. Oleh karena itu Imam mahk dmam Ahmad bin
Hanbal memberlakukanaddah secara umum terhadapawzemnil, apakah
hamilnya itu karena perkawinan yang sah, ataukakapenannya itu akibat
dari hubungan seksual di luar nikah. Dengan demjkierkawinan wanita

hamil dilarang.

13 Ibid., him. 331.
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D. Satus Nasab Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil
Adapun status nasab anak dan perkawinan wanital,hpara imam
mazhab berbeda pendapat:
1. Para ulama sepakat bahwa anak zina itu tidak dikasakepada ayahnya,
tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana yigelgskan oleh Ibnu

Rusyd dalam kitaBidayatul mujtahid

Bked! 3V1 WBLL Ogil Y U SN ol OF e jsgadl sy

“ulama telah sepakat bahwa anak zina itu tidak dialakan kepada ayahnya,
kecuali yang terjadi di zaman jahiliyatt?”

Mereka beralasan kepada sabda Nabi Muhammad SAW
NP - URNUN | R

“...anak itu bagi yang melahirkan...:

Kemudian Imam Syafi'i berpendapat, paling cepat ukahamilannya
itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telain ldari enam bulan, lalu
anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungasabn kepada
suaminya.

Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, makalmasak tersebut
dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakAwddmam Syafi’i

berkarta

s ad e csly 3 am b s ol e oty dg Bl g e O U
a o) 3 Y alsasdy Y aleidy Yol Jeradl By e Y dell B g
J.@.j:\w

“siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan limelmencampurinya
atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu waititamelahirkan anak

% |bnu RusydBidayatul Mujtahid, juz Ill Mesir, Musthafa al-Halaby wa auladihi, 1960,
him. 385.

5 Muhammad bin Ismail Al-bukhar§hahih Bukhari, juz V1JISyirkah wa Maktabul
Imnsthafa al-Halaby wa Auladihi,th., him. 22.
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setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad butan waktu terjadinya
percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipektali nasabnya kepada
seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika iibw melahirkannya setelah
lebih dari enam bulan

Pendapat tersebut, jika diperhatikan dengan peagetari perkawinan
(nikah) itu sendiri dair secara istilah, yaitu riikadalah akad penghalalan
persetubuhan. Oleh karena itu konsekuensinya,sgkgiang wanita ternyata
hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan watetaebut tidak
dihargai, bibit itu dapat milik laki-laki mana sagebab itu apabila anak itu
lahir, dia tidak memiliki nasab kepada laki-lalgtapi hamya memiliki nasab
kepada ibumya.

Disamping alasan tersebut, jumhur ulama mengertiitaz al-firasy
adalah wanita. Dengan demikian, perempuan yangnaeedalah pemilik
nasab anak dari perzinahan yang dilakukannya. Gedte sebagaimana
pendapat Imam Syafi’i, jika bayi tersebut lahiresai lebih dari enam bulan
kehamilannya, maka bayi itu dinasabkan kepada syamg mengawini
ibunya. Dapat dimengerti, karena bayi yang lahtelaé lebih dari enam
bulan kehamilan, berarti anak tersebut belum mantiéntuk manuisa.

Imam Hanafi beralasan dengan memahami lafdrasy yang berarti
laki-laki (suami), maka hubungan nasab anak tetsattalah suami ibunya.
Disamping alasan tersebut, Imam Hanafi memahangegyéan lafaz “nikah”
menurut hakiki adalah setubuh. Memperhatikan pesmtddmam Hanafi

tersebut, maka setiap anak yang lahit akan dihldamgasabnya kepada

laki-laki yang memiliki bibit!’

18 |bnu Rusydpp.cit, him. 385.

Ywww. http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1B/&ubptain-gdl-hathurrabm-7871-1-
perkawin.pdf (Fathurrahman Azhaferkawinan Wanita Hamil (Perspektif Empat Imam Msdzh
Dan Kompilasi Hukum IslamPDalam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, NoTahun 6, Juli —
Desember 2006.)




